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BAB III
OBYEK LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN
	
3.1.  Gambaran Umum Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Ibukotanya berada di Bandung. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Bagian barat laut provinsi Jawa Barat berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta, ibukota negara Indonesia. Pada tahun 2000, Provinsi Jawa Barat dimekarkan dengan berdirinya Provinsi Banten, yang berada di bagian barat.
3.1.1. Sejarah Jawa Barat
Temuan arkeologi tertua mengenai penghuni Jawa Barat ditemukan di Anyer dengan ditemukannya budaya logam perunggu dan besi dari sebelum milenium pertama. Gerabah tanah liat prasejarah zaman Buni (Bekasi kuno) dapat ditemukan merentang dari Anyer sampai Cirebon.
Jawa Barat pada abad ke 5 merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanagara. Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanagara banyak tersebar di Jawa Barat. Ada tujuh prasasti yang ditulis dalam aksara Wengi (yang digunkan dalam masa Palawa India) dan bahasa Sansakerta yang sebagian besar menceritakan para raja Tarumanagara.
Setelah runtuhnya kerajaan Tarumanagara akibat serangan kerajaan Sriwijaya berdasarkan prasasti Kota Kapur (Tahun 686), kekuasaan di bagian barat Pulau Jawa dari Ujung Kulon sampai Kali Ciserayu dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda. Salah satu prasasti dari zaman Kerajaan Sunda adalah prasasti Kebon Kopi II yang berasal dari tahun 932. Kerajaan sunda beribukota di Pakuan Pajajaran (sekarang kota Bogor).
Pada abad ke-16, Kesultanan Demak tumbuh menjadi ancaman kepada Kerajaan Sunda. Pelabuhan Cirebon lepas dari Kerajaan Sunda atas bantuan Kesultanan Demak. Pelabuhan Cirebon kemudian menjadi Kesultanan Cirebon yang memisahkan diri dari Kerajaan Sunda. Pelabuhan Banten juga lepas ke tangan Kesultanan Cirebon dan kemudian menjadi Kesultanan Banten. Untuk menghadapi ancaman Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak, Sri baduga Maharaja, raja Sunda saat itu meminta putranya, Surawisesa untuk membuat perjanjian pertahanan keamanan dengan bangsa Portugis di Malaka untuk mencegah jatuhnya pelabuhan utama, yaitu Sunda Kalapa kepada Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak. Pada saat Surawisesa menjadi raja Sunda, dengan gelar Prabu Surawisesa Jayaperkosa, perjanjian pertahanan keamanan Sunda-Portugis, yang dikenal dengan Luso-Sundanese Treaty, ditandatangani dalam tahun 1512. Sebagai imbalannya, Portugis diberi akses untuk membangun benteng dan gudang di Sunda Kalapa serta akses untuk perdagangan di sana. Untuk merealisasikan perjanjian pertahanan keamanan tersebut, pada tahun 1522 didirikan suatu monumen batu yang disebut Padrao di tepi sungai Ciliwung di sekitar daerah Tugu.
Meskipun perjanjian pertahanan keamanan dengan Portugis telah dibuat, pelaksanaannya tidak dapat terwujud karena pada tahun 1527 pasukan aliansi Cirebon - Demak, dibawah pimpinan Fatahilah atau Paletehan, menyerang dan menaklukkan pelabuhan Sunda Kalapa. Perang antara Kerajaan Sunda dan aliansi Cirebon - Demak berlangsung lima tahun sampai akhirnya pada tahun 1531 dibuat suatu perjanjian damai antara Prabu Surawisesa dengan Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon.
Dari tahun 1567 sampai 1579, dibawah pimpinan Raja Mulya, alias Prabu Surya Kencana, Kerajaan Sunda mengalami kemunduran besar dibawah tekanan Kesultanan Banten. Setelah tahun 1576, kerajaan Sunda tidak dapat mempertahankan Pakuan Pajajaran, ibu kota Kerajaan Sunda, dan akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Banten. Zaman pemerintahan Kesultanan Banten, wilayah Priangan jatuh ke tangan Kesultanan Mataram.
Jawa Barat sebagai pengertian administratif mulai digunakan pada tahun 1925 ketika Pemerintah Hindia Belanda membentuk Provinsi Jawa Barat. Pembentukan provinsi itu sebagai pelaksanaan Bestuurshervormingwet tahun 1922, yang membagi Hindia Belanda atas kesatuan-kesatuan daerah provinsi. Sebelum tahun 1925, digunakan istilah Soendalanden (Tatar Soenda) atau Pasoendan, sebagai istilah geografi untuk menyebut bagian Pulau Jawa di sebelah barat Sungai Cilosari dan Citanduy yang sebagian besar dihuni oleh penduduk yang menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu.
Pada 17 Agustus 1945, Jawa Barat bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1949 Jawa Barat menjadi Negara Pasundan yang merupakan salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar: Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan PBB. Namun Jawa Barat kembali bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1950.
3.1.2. Geografi
Kawah gunung Tangkuban Parahu di Bandung Provinsi Jawa Barat berada di bagian barat Pulau Jawa. Wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Jawa Tengah di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Banten dan DKI Jakarta di barat.
Kawasan pantai utara merupakan dataran rendah. Di bagian tengah merupakan pegunungan, yakni bagian dari rangkaian pegunungan yang membujur dari barat hingga timur Pulau Jawa. Titik tertingginya adalah Gunung Ciremay, yang berada di sebelah barat daya Kota Cirebon. Sungai-sungai yang cukup penting adalah Sungai Citarum dan Sungai Cimanuk, yang bermuara di Laut Jawa.
3.1.3. Penduduk
Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Daerah dengan kepadatan penduduk terbesar berada di dekat Jakarta. Bandung, ibukota provinsi Jawa Barat merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.
Sebagian besar penduduk Jawa Barat adalah Suku Sunda, yang bertutur menggunakan Bahasa Sunda. Di beberapa kota di pesisir utara, dituturkan bahasa Banyumasan dialek Cirebon, yang mirip dengan Bahasa Banyumasan dialek Brebes. Di daerah perbatasan dengan DKI Jakarta seperti sebagian Bekasi, sebagian Depok, dan Kabupaten Bogor bagian utara dituturkan bahasa Indonesia dialek Betawi.
3.2 Gambaran Umum PT Jasa Raharja
3.2.1. Sejarah PT Jasa Raharja
Sejarah berdirinya Jasa Raharja tidak terlepas dari adanya peristiwa pengambil alihan atau nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda oleh Pemerintah RI. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.3 tahun 1960, jo Pengumuman Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No.12631/BUM II tanggal 9 Februari 1960, terdapat 8 (delapan) perusahaan asuransi yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) dan sekaligus diadakan pengelompokan dan penggunaan nama perusahaan sebagai berikut :
1. Fa. Blom & Van Der Aa, Fa. Bekouw & Mijnssen, Fa. Sluiiters & co, setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu bernama PAKN Ika Bhakti. 
2. NV. Assurantie Maatschappij Djakarta, NV. Assurantie Kantoor Langeveldt-Schroder, setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu, dengan nama PAKN Ika Dharma. 
3. NV. Assurantie Kantoor CWJ Schlencker, NV. Kantor Asuransi "Kali Besar", setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu, dengan nama PAKN Ika Mulya. 
4. PT. Maskapai Asuransi Arah Baru setelah dinasionalisasi diberi nama PAKN Ika Sakti. 
Perkembangan organisasi perusahaan tidak terhenti sampai disitu saja, karena dengan adanya pengumuman Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No. 294293/BUM II tanggal 31 Desember 1960, keempat perusahaan tersebut di atas digabung dalam satu Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) "Ika Karya." Selaniutnya PAKN Ika Karya berubah nama meniadi Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) Eka Karya.
Berdasarkan PP No.8 tahun 1965 dengan melebur seluruh kekayaan, pegawai dan segala hutang piutang PNAK Eka Karya, mulai 1 Januari 1965 dibentuk Badan Hukum baru dengan nama 'Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja" dengan tugas khusus mengelola pelaksanaan Undang-Undang (UU) No.33 dan Undang-Undang (UU) No.34 tahun 1964. Penunjukkan PNAK Jasa Raharja sebagai pengelola kedua Undang-Undang tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No. BAPN 1-3-3 tanggal 30 Maret 1965.
Pada tahun 1970, PNAK Jasa Raharja diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Raharja. Perubahan status ini dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.750/KMK/IV/II/1970 tanggal 18 November 1970, yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya UU. No.9 tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha Negara.
Pada tahun 1978 yaitu berdasarkan PP No.34 tahun 1978 dan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang selalu diperpanjang pada setiap tahun dan terakhir No. 523/KMK/013/1989, selain mengelola pelaksanaan UU. No.33 dan UU. No. 34 tahun 1964, Jasa Raharja diberi tugas baru menerbitkan surat jaminan dalam bentuk Surety Bond. Kemudian sebagai upaya pengemban rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang belum memperoleh perlindungan dalam lingkup UU No.33 dan UU No.34 tahun 1964, maka dikembangkan pula usaha Asuransi Aneka.
Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, mengingat usaha yang ditangani oleh Perum Jasa Raharja semakin bertambah luas, maka pada tahun 1980 berdasarkan pp No.39 tahun 1980 tanggal 6 November 1980, status Jasa Raharja diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, yang kemudian pendiriannya dikukuhkan dengan Akte Notaris Imas Fatimah, SH No.49 tahun 1981 tanggal 28 Februari 1981, yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Akte Notaris Imas Fatimah, SH No.59 tanggal 19 Maret 1998 berikut perbaikannya dengan Akta No.63 tanggal 17 Juni 1998 dibuat dihadapan notaris yang sama.
Pada tahun 1994, sejalan dengan diterbitkan UU No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang antara lain mengharuskan bahwa Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial dilarang menjalankan asuransi lain selain program asuransi sosial, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 Jasa Raharja melepaskan usaha non wajib dan surety bond dan kembali menjalankan program asuransi sosial yaitu mengelola pelaksanaan UU. No.33 tahun 1964 dan UU. No.34 tahun 1964

3.2.2.	Visi, Motto dan Misi
Visi
Menjadi   perusahaan  terkemuka  di  bidang  asuransi  dengan  mengutamakan  penyelenggaraan  program  asuransi  social  dan asuransi  wajib  sejalan  dengan  kebutuhan  masyarakat.


Misi
Catur  Bakti  Ekarasa  Jasa  Raharja
1. Bakti Kepada Masyarakat, dengan mengutamakan  perlindungan  dasar  dan  pelayanan  prima  sejalan  dengan  kebutuhan  masyarakat.   
2. Bakti  Kepada  Negara,  dengan  mewujudkan  kinerja  terbaik  sebagai  penyelenggara  program  asuransi  social  dan  asuransi  wajib  serta  Badan  Usaha  Milik  Negara.
3. Bakti Kepada Perusahaan, dengan mewujudkan  keseimbangan  kepentingan  agar  produktivitas  dapat    tercapai  secara  optimal  demi  kesinambungan  perusahaan.
4. Bakti  Kepada  Lingkungan, dengan  memberdayakan  potensi  sumber  daya  bagi  keseimbangan  dan  kelestarian  lingkungan .
Motto
Utama  dalam  perlindungan , Prima  dalam  Pelayanan.

3.2.3. Profil Perusahaan
	Nama : 
PT Jasa Raharja
	Bidang Usaha :
	Asuransi Sosial
	
Pemilik :
	100 % dimiliki oleh Negara Republik Indonesia
	Dasar Hukum Pendirian:
1. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Djasa Rahardja
2. Surat Keputusan Mentri keuangan No.750 tahun 1970 tentang pernyataan mengenai perusahaan Negara (PN) Asuransi Kerugian  Djasa Rahardja sebagai usaha Negara sebagai yang dimaksud dalam ayat2 pasal 2 Undang-undang No.9 tahun 1969
Modal Perseroan :
Rp. 1.000.000.000.000

Modal Disertai :
Rp. 500.000.000.000
Akte Pendirian :
Akte No 49 tanggal 28 Februari 1981 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah SH, notaries di Jakarta yang telah beberapa kali diubah dan ditambah. Terakhir dengan akte No. 72 tanggal 31 Me 2006 yang di buat di hadapan Julius Purnawan S.H. Magister Sains, Notaris di Jakarta.


Kegiatan Usaha :
Melaksanakan asuransi kecelakaan penumpang alat agkut umum dan asuransi tanggung jawab menurut hokum tentang pihak keu tiga sebagaimana diatur UU No 33 dan 34 tahun 1964 berikut peraturan pelaksanaannya.
Jaringan kantor di Indonesia :
Jasa Raharja memiliki 27 kantor cabang, 60 kantor perwakilan dan 423 kantor bersama samsat yang tersebar di seluruh Indonesia. 
Kantor Pusat :
Jl. HR Rasuna Said kav C2
Kuningan Jakarta 12920
Telp (021) 5203454, Fax : (021) 5220284
Website : www.jasaraharja.co.id
Email : pusat@jasaraharja.co.id

3.2.4. Struktur Organisasi Perusahaan
	Struktur organisasi PT Jasa Raharja (Persero) sebagaimana di tetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : Skep/85/XI/2002 tanggal 28 Nopember 2002 dan Nomor : KEP/44/ 2003 tanggal 9 Juni 2003, secara hirarkhis berdasarkan kedudukannya terdiri dari :
A. Kantor Pusat terdiri dari :
1. Dewan Komisaris
2. Dewan Direksi
3. Divisi/Satuan Pengawasan Intern/Sekretariat Perusahaan
4. Urusan
5. Seksi
B. Kantor Cabang Tipe A terdiri dari :
1. Kepala Cabang
2. Bagian
3. Sub Bagian 
4. Perwakilan (Setingkat Sub Bagian)
C. Kantor Cabang Tipe B terdiri dari :
1. Kepala Cabang
2. Bagian
3. Sub Bagian
4. Perwakilan (Setingkat Sub Bagian)
D. Kantor Cabang Tipe C terdiri dari :
1. Kepala Cabang
2. Unit
3. Perwakilan (Setingkat Unit)
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Gambar 3.1
Struktur Organisasi
Kantor Cabang DKI Jakarta
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Gambar 3.2
Struktur Organisasi
Kantor Cabang Tipe A
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Gambar 3.3
Struktur Organisasi
Kantor Cabang Tipe B
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Gambar 3.4
Struktur Organisasi 
Kantor Cabang Tipe C
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Gambar 3.5
Struktur Organisasi 
Kantor Cabang Jawa Barat

3.2.5. Tata Kelola Perusahaan 
Penerapan praktek Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG), juga menjadi salah satu program pokok perusahaan pada tahun 2006 ini. Perwujudan atas transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran menjadi landasan perusahaan. Langkah nyata yang telah dilakukan dalam penerapan GCG antara lain  melali pembentukan Komite Audit. Komite ini terdiri atas satu ketua dari jajaran komisaris adalah memberikan pendapat profisional kepada komisaris terhadap laporan yang disampaikan direksi serta mengidentifikasi hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari Dewan Komisaris.
Untuk meningkatkan transparansi, perusahaan tidak hanya melakukan audit internal. Secara periodic, perusahaan juga mengajak wartawan untuk melihat secara langsung berbagai kegiatan khusunya dalam hal pelayanan santunan. Para wartawan bias melihat langsung serta menanyakan langsung keputusan masyarakat terhadap pelayanan yang di berikan perusahaan.
Kebijakan audit diarahkan untuk mendukung tingkat ketaatan unit pelaksana operasional atas kebijakan dan strategi perusahaan dalam mencapai setiap sasaran. Selama lima tahun terakhir, komite audit atau satuan pengawas intern (SPI) selalu bekerja maksimal. Seluruh temuan ditindaklanjuti seratus persen. Dalam perkembangannya, SPI melakukan pergeseran peran dengan lebih mengedepankan peran sebagai Catalyst dan Internal Consultant dari pada sekedar watchdog .
A. Tugas Dewan Komisaris
Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan dan pelaksanaan kebijakan perusahaan oleh direksi. Dewan tersebut, diangkat berdasar Keputusan Mentri keuangan No. 16/KMK.01/2000 tanggal 22 Mei 2000, dengan tugas sebagai berikut :
1.  Melakukan pengawasan terhadap direksi dalam melaksanakan kewajiban pengurusan perusahaan termasuk dalam rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja, dan anggaran perusahaan serta ketentuan-ketentuan anggaran dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan peraturan perundangan yang berlaku.
2.  Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam RUPS.
3. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiaapkan direksi serta menandatangani laporan Tahunan.

B. 	Tugas Dewan Direksi
1. Direktur 
Membidangi Divisi penelitian dan pengembangan Sistem Informasi Perusahaan dan Satuan Pengawas Intern.
2. Direktur Operasi
Membidangi Divisi Asuransi dan Divisi Pelayanan
3. Direktur Umum
	Membidangi Divisi Sumber Daya Manusia, Divisi Umum, dan Sekretariat Perusahaan
4. Direktur Keuangan
Membidangi Divisi Keuangan, Divisi Akuntansi, dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
C. Rapat Direksi
		Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi baik yang sudah diagendakan secara rutin maupun yang belum. Rapat diselenggarakan sebagai mekanisme untuk merencanakan dan memantau penerapan strategi dam kebijakan perseroan.

Remunerasi anggota Direksi maupun Komisaris adalah sebagai berikut :
1. Direksi Rp 23 Juta sampai dengan Rp 25 Juta per bulan.
2. Komisaris Rp 9 Juta samapi dengan Rp 15 Juta per bulan. 
 	Upaya pengembangan sumber daya manusia akan terus dilakukan secara berkesinambungan sejalan dengan tuntutan kegitan perusahaan yang terus berkembang, serta untuk mengantisipasi tingkat persaingan yang makin tajam di bidang asuransi.
D. Komite Audit
Untuk mengoptimalkan implementasi Good Corporate (GCG) sesuai dengan SK Mentri BUMN No. 117 tahun 2002 tentang penerapan Praktek GCG pada BUMN serta SK Mentri BUMN No. 103 tahun 2002 tentang pembentukan Komite Audit, maka sejak 2993 perusahaan telah membentuk Komite Audit yang dilengkapi dengan program kerja. Komite ini terdiri dari seorang ketua dari Komisaris dan dua orang anggota dari unsure independen. Mereka bertugas melakukan review dan memonitor kecukupan manajemen risiko perusahaan dan sitem teknologi informasi yang dibangun.

E. Sekertaris Perusahaan	
Sekretaris perusahaan memiliki peranan strategis dalam oprasional perusahaan. Dia bukan hanya untuk kepentingan perusahaan tetapi untuk kepentingan mitra usaha, stakeholder, dan kliem. Sekertaris perusahaan bertanggung jawab pada :
1. Kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pekerja serta pengamanan sumber daya dan lingkungan untuk kerja yang dipimpinnya.
2. Penyusunan konsep-konsep kebijakan dan peraturan-peraturan perusahaan
3. Penyusunan program kerja tahunnan dan rencana jangka panjang perusahaan.
4. Kelancaran kerja sekretaris di kantor pusat dan kegiatan pembinaan kearsipan di kantor cabang.
5. Kelancaran kegiatan hukum di kantor pusat dan pembinaan kegiatan bidang hukum di kantor cabang.



Tugas – tugas pokok dari  sekretaris perusahaan adalah :
1. Memimpin penyusunan rencana kerja dan anggaran.
2. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan atas program kerja yang disusunnya.
3. Memimpin, membina, dan memotivasi pegawai di bawahnya.
4. Merencanakan dan mengembangkan sumber daya manusia
5. Melakukan kerja sama dengan unit-unit kerja lain di dalam perusahaan.
3.3. Prosedur Administrasi Penyelesaian Dana Santunan
3.3.1. Prosedur Pembayaran
Prosedur pembayaran dana santunan melalui KAS cabang/Perwakilan atau melalui Bank.
A. Berkas klain diputuskan dapat dibayar agar:
a.1. Dientry dalam PC dan dari entrain dimaksud akan menghasilkan cetakan laoran/border pembayaran klain serta kuitansi pembayaran klaim. Kuitansi pembayaran klaim supaya mempergunakan continuos form (contoh terlampir).
a.2. Hasil cetak kuitansi pembayaran klaim dengan lampiran pendukung daftar isian model K1 dan K2 dan bukti jati diri yang berhak menerima dana santunan diteruskan kepada Ka, Cabang / Ka.Bag.Klaim / Ka.Perwakilan untuk fiat bayar dan fiat yang dimaksud harus terlihat dalam kuitansi pembayaran dana santunan (untuk Ka.Perwakilan sesuai kewenangan yang telah diberikan).
a.3. Berkas klaim yang telah difiat bayar diteruskan ke Bagian / Seksi Keuangan untuk pembayaran baik melalui Kas dan atau melalui surat perintah pembayaran melalui Bank. Khusus bagi pembayar kepada rumah  sakit yang merawat korban agar dilakukan melalui pemindah bukuan ke nomor rekening rumah sakit dimaksud dengan dilengkapi surat pernyataan  dan pemberian kuasa korban/ahliwaris korban.
a.4. Asli kuitansi pembayaran dana santunan dan sehelai tembusan atau photokopi daftar isian model K1 atau K2 ditahan oleh bagian / Seksi Keuangan setelah dana santunan dibayarkan sebagai lampiran bukti pengeluaran Kas. Sisanya berupa tembusan kuitansi pembayaran dana santunan serta sehelai tembusan bukti pengeluaran Kas (BPK) dan  asli daftar isian model K1 atau K2 berikut pendukung lainnya dikembalikan ke Bagian / Seksi Klaim untuk keperluan administrasi selanjutnya.
a.5. pos penghubung/Petugas Penanggung Jawab Samsat
Bagi berkas klain yang diajukan dan penyelesaian dip roses oleh Pos Penghubung/Samsat, cara penyelesaian sama dengan petugas klaim di cabang/Perwakilan. Namun langkah-langkah penyesuaiannya sbb:
1. Di Cabang Tk.I; berkas klaim yang telah diteliti dan lengkap (untuk kasus yang jells terjadi) supaya diteruskan kepada Seksi Adm.Klaim – Seksi Penelitian Klaim – Kabag. Klaim dan akan di fiat bayar oleh Ka. Cabang. Apabila pembayaran dana santuna akan dibayar oleh Ka.Cabang. Apabila pembayaran dana santunan akan dibayarkan melalui pos penghubung/Samsat, maka pada saat berkas klaim dikirim kembali ke ps Penghubung/Samsat, di Cabang dapat dientry sebagai penyelesaian namun tetap supaya dicatat untuk menyesuaikan dengan keuangan (LHU) pada akhir bulan.
2. Di Cabang Tk. II; berkas klaim diteruskan kepada seksi klaim dan di fiat bayar oleh Ka.Cabang, sedangkan langkah lainya sama dengan di Cabang Tk.I.
3. Di Perwakilan; Bagi Perwakilan yang telah diberikan kewenangan untuk membayar dana santunan, pelaksanaannya sama dengan Cabang Tk.I dan Tk. II hanya berkas klaim langsung disampaikan kepada Ka. Perwakilan untuk diteliti ulang dan fiat di bayar.
B. Khusus untuk pembayaran klaim penggantian biaya rawatan.
Tuntutan klaim biaya rawatan berdasarkan ketentuan harus dipenuhi persyaratan antara lain kuitansi asli biaya rawatan/pengobatan korban termasuk komtabilitasnya dan apabila pembayaran kepada pihak ketiga harus dilengkapi dengan surat kuasa dan photokopi jati diri (KTP) pemberi kuasa dan yang diberi kuasa. Apabila pembayaran tersebut kepada rumah sakit/instansi yang menangulangi biaya rawat korban agar dilakukan dengan pemindahan bukuan/bilyet giro.
	Dalam hal korban selain di jamin oleh Jasa Raharja juga dijamin oleh Perusahaan Asuransi/Instansi lain, dimana kuitansi biaya rawatan melebihi maksimum yang dapat dibayar oleh Jasa Raharja, maka sisanya dapat diklaim kepada Perusahaan/Instansi dimaksud, demikian pula sebaliknya dengan surat bukti sebagai berukit :
1. Fotokopi kuitansi biaya rawatan yang telah dilegalisir oleh Jasa Raharja/Perusahaan Asuransi lain yang membayar lebih dulu.
2. Surat peryataan/keterangan dari Jasa Raharja/Perusahaan Asuransi lain dengan menjelaskan bahwa aslinya ditahan dan jumlah/jenis biaya rawat/pengobatan yang telah diselesaikan/dibayar.


3.3.2. Prosedur Pelimpahan	
Bagi berkas yang telah memenuhi persyaratan dan penanganan kasusnya telah diproses serta siap dibayarkan, sedangkan korban/ahliwaris korban berada diwilayah Cabang/Perwakilan lain maka berkas agar segara dilimpahkan ke Cabang/Perwakilan terdekat dengan domisili korban/ahliwaris korban.
Sebelum dilimpahkan harus diteliti dengan cermat dengan memperhatikan wilayah kerja yang tertuanga dalam table wilayah pada aplikasi program komputerisasi administrasi klaim.
Pengiriman berkas yang dilimpahkan, dilaksanakan melalui pos/titipan kilat dan tidak diperkenankan dibawa oleh klaiment, Cabang/Perwakilan yang mengirimkan berkas bertanggung jawab terhadap kasusnya, sedangkan Cabang/Perwakilan yang menerima bertanggung jawab terhadap penyelesaian pembayaran.
Adapun persyaratan penyelesaian dana santunannya dapat dilaksanakan sbb :
a. Terjamin
Dokumen klaim yang harus dilengkapi oleh Cabang/Perwakilan yang akan melimpahkan berkas ke Cabang/Perwakilan lain adalah sbb:
1. Isian Formulir K asli berikut laporan polisi dan sketsa gambar.
2. Surat keterangan dan penetapan prosentase cacat tetap (untuk pelimpahan berkas cacat tetap)
3. Kuitansi asli/copy biaya rawat/pengobatan dari RS/Dokter/Apotik (untuk pelimpahan berkas biaya rawataan/pengobatan)
4. Laporan hasil survey (jika dilakukan survey)
5. Lembar disposisi dan lembar data entri
6. Tembusan surat panggilan kepada korban/ahliwaris korban
b. Ex. Gratia
1. Isian Formulir K asli berikut Laporan Polisi dan Sket gambar
2. Surat keterangan dan penetapan Prosedur cacat tetap (untuk pelimpahan berkas cacat tetap)
3. Kuitansi asli/copy biaya rawat/pengobatan dari RS/Dokter/Apotik (untuk pelimpaha berkas biaya rawatan/pengobatan)
4. Laporan hasil survey (jika diperlukan survey)
5. Lembar disposisi dan lembar data entri
6. Copy Surat Penolakan pembayaran dana santunan
7. Surat permohonan dari korban/ahliwaris korban
8. Besarnya pemberian Ex Gratia yang telah diputuskan oleh Cabang melimpahkan 
c. Apabila masih ada persyaratan lain dan atau kelengkapan dokumen pendukung yang harus dipenuhi oleh korban /ahliwaris korban seperti pengisian formulir K tentang keabsahan ahliwaris maupun asli kuitansi biaya rawat/pengobatan dan surat keterangan lain yang diperlukan, maka kepada Cabang/Perwakilan yang menerima pelimpahan supaya melengkapi dokumen dimaksud dengan cara sbb :
1. Meminta kelangkapan dokuman klaim
2. Survey
3. Konfirmasi kuitansi biaya rawatan/pengobatan kepada RS/Dokter/Apotik yang menerbitkan dan berada di wilayah kerja Cabang/Perwakilan lain (bukan Cabang/Perwakilan yang melimpahkan berkas klaim)

3.3.3. Prosedur Penolakan
Pengajuan klaim yang tidak baik oleh UU.33/1964 maupun UU.34/1964 supaya segera dilaksanakan penolakan dengan mengirimkan surat penolakan kepada korban/ahliwaris korban dengan tembusan ke Divisi klaim.
Namun jika pada saat berkas diterima langsung dari klaiment sudah dapat disimpulkan bahwa kasusnya benar tidak terjamin, agar ditolak dengan memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diyakini sehingga yang bersangkutan menyadari dan dapat menerima bahwa kasusnya diluar lingkup jaminan, selanjutnya di tegaskan secara tertulis.
Dalam melakukan penolakan supaya memperhatikan hal-hal sbb :
1. Gunakan kalimat yang jelas dan tegas serta mudah dimengerti/dipahami. (contoh terlampir)
2. Mengacu kepada pasal-pasal dalam UU.33 & 34 / 1964 maupun PP.No. 17 & 18 tahun 1965 da bukan kepada ketentuan dalam KUHP dan atau UU No.14/1992.
3. Dalam menggunakan dasar penolkan sebaiknya agar menggunakan kata-kata “pihak yang menimbulkan atau penyebab kecelakaan” dan jangan menggunakan kata-kata ”pihak yang dipersalahkan”.
4. Tidak perlu adanya penjelasan tentang persyaratan Vonis pengadilan. (kalimat; Apabila vonis pengadilan menyatakan).

3.3.4. Prosedur penyelesaian Ex Gratia
Pembayaran dana santunan melalui jalur Ex. Gratia pada prinsipnya adalah pembayaran dana santunan terhadap kasus-kasus kecelakaan yang tidak terjamin sesuai dengan ketentuan UU. No. 33 & 34 Jo PP No. 17 & 18 tahun 1965.
Adapun ketentuan pembayaran dana santunan melalui jalur Ex. Gratia adalah sbb:
1. Harus ada penolakan secara tertulis.
2. Harus ada Surat permohonan dari korban/ahliwaris korban.
3. Keputusan pemberian besaran dana santunan Ex. Gratia harus sesuai dengan kewenangan Cabang dengan memperhatikan tingkat kesalahan dari korban, tidak menimbulkan presedent dan mengandung manfaat bagi perusahaan.
4. Penetapan besaran Dana santunan Ex. Gratia yang melebihi batas kewenangan Cabang supaya dimintakan terlebih dahulu persetujuan Direksi. Demikia pula pembayaran ex gratia yang bersifat missal, klaim pesawat udara dan kasus klaim yang berkaitan dengan asuransi aneka (misalnya: Extra Cover, AKDP).
5. Dalam penyampaian permohonan ke Kantor Pusat, agar melampirkan photo kopi dokumen pendukung disertai usul dan pendapat.




3.3.5. Hak Regres
Kepada Pemilik/Pengusaha kendaraan  bermotor yang melanggar ketentuan UU. No.34 tahun 1964 juncto PP No.18 tahun 1965 pasal 14, supaya dilakukan penagihan yang di sampaikan secara tertulis kepada pemilik/pengusaha kendaraan bermotor dimana surat penagihan ditanda tangani oleh Ka. Cabang.
Untuk tertib administrasinya maka setiap surat penangihan supaya dicatat dalam buku register hak regres dan dipantau penyelesaiannya. Dengan demikian setiap saat dapat diketahui berapa jumlah yang ditagih dan berapa yang dapat melunasi tagihan dimaksud, satu dan lain hal catatan tersebut dapat dijadikan bahan apabila ditanyakan oleh BPKP/BPK
32
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